
BUPATI TASIKMALAYA 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 64 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENYE ENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABU A .N, 
PERPUSTAKAAN KECAMATAN, PERPUSTAKAAN DESA, 

ERPUSTAKAAN SEKOLAH, DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT 

Menimb< g 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

a. bahw dalam u paya mencerdasakan kehi 
mewuj dkan sumber daya manusia yang 
mandi i, berkara kter dan berbudaya, 

engimba ngi kemajuan tekhnologi infor 
menye enggarakan dan mengelola perp 
media da n wadah pen didikan m a syarakat; 

pan bangsa dan 
a , berprestasi, 

r ta dapat 
a si, perlu 
an sebagai 

b . bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Und g-undang 
Nomor 4 3 Tahun 2007 tentang Perpus ak ,Pe erintah 
Daerah erwenang m enetapkan kebijakan dalam pembinaan 
da n pen gembangan serta m engatur penye e ggar aan dan 
pen gel 1 an perpusta kaan; 

c. ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaim c: dimaksud 
dalam h u ruf a dan h uruf b, perlu menetap ka Peraturan 
Bup ti tentang Penyelenggaraan da n Pengelolaan 
Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan, 
Perp stakaan Desa, Perpustakaan Sekolah dan 
Pe pustakaan Masyarakat; 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan 
provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950), sebagaiman telah diubah dengan Undang
Undang nomoI' 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang NomoI' 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 NomoI' 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2852); 



Menetapkan 
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2. Un dang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang 
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N omor 4774); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 
Tahu 2 2 n ang ap P u ran Pemerintah 
Pengganti Undang- ndang omor 2 Ta u n 2022 tentang 
Cipta Kerja m enjadi Undang-Undan g (L mb ran Negara 
R publik Indonesia Tahu n 202 3 Nom or 4 , Ta mbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856; 

4. Undang-Undang Nom or 13 Tahun 2018 tentan g erah 
Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran N gara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Ta m ahan 
Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor 6291) ; 

5. Peraturan Pemerin tah Nomor 24 T n 201 4 tentang 
Pelaksanaan Undan g-Undang Nomor 43 Tahun 20 7 tentang 
Perpustakaa n (Lem b aran Negara Repu lik Indonesi Tahun 
2014 omor 6, Tambahan Lembaran g epublik 
n onesia Nomor 553 1); 

6. Pera an Dae ah Kabu pa en Tasik 
20 16 entang Tata Ca ra Pembe u 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupate 
2016 omor ); 

aya 0 or 1 Tahun 
an 0 u k Hukum 
Tasikmal ya Tahun 

7. Peraturan Daerah Ka bupat n Ta ikmal y Nomor Tahun 
2016 tentang U san Pem erintaha yang menjadi 
Kewena gan Pemerin ah Daera a pa t Tasikmalaya 
(Lembar n Dae ah Ka u a ten Ta ikmalay Tah n 2016 
Nom or 3 ; 

8. Peratu ran Da erah Kabupa ten Tasi m alaya No or 7 Tahun 
20 16 ten ta ng Pemben u kan dan Susunan Peran g at Daerah 
(Lem baran Daerah Kab paten Ta sikmalay ahun 2016 

omor 7), sebagaim ana telah d iuba h be erapa kali terakhir 
denga Peraturan Dae ah Kabupaten Tasikm alaya Nomor 3 
Tahu n 20 2 1 ten tang Perubahan edu a atas Peraturan 
Da rah Kabu a ten Ta 'kmalaya N m or 7 Tahun 2016 
tentang Pemb ntukan da n S su nan Perangkat Daerah 
(Lembaran Da erah Kabup ten Tasikmalaya Tahun 2021 
Nomor 3); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN 
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN, PERPUSTAKAAN 
KECAMATAN, PERPUSTAKAAN DESA, PERPUSTAKAAN 
SEKOLAH, DAN PERPUSTAKAAN MASYARAKAT. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya. 
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 
pemerintahan ang menja i kewenangan aerah otonom. 

4. Kecamatan a dalah wilaya h kerj a Camat di Kab paten Tasikmalaya. 
5. Desa adala h k esatuan masyarakat hukum yang memiliki ba tas wilayah yang 

berwena ng untuk m engatur dan m en guru urusan pem erintahan 
kepe tingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masya rakat, hak 
a suI, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati da am s 'stem 
p m erintahan Nega ra Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Perp takaan adalah institusi pen gelola koleksi karya tulis, karya ce tak dan 
ata karya rekam secara profess ional engan system yang b guna 
me en hi kebutuhan pendidikan, penelitian, pe estarian, inform i dan 
rekreasi ara pemustaka. 

7. Kolek si perpustakaan ad I h semua inform a si dalam bentuk karya tulis, 
kary cetak dan ' atau karya rekam dalam berbagai media yang e punyal 
nilai e 'd'kan, yang dihimpun, d io a dan dilayankan. 

8. Pojok ba ca adalah sua u tempa t ya ng m enyaj" an bahan pusta a yang 
dibut h kan ole masyaraka. 

9. Perp st aan m ada ah rpu st kaan yang d' erun u kkan bagi 
masy a kat luas sebaga i sarana pembelajaran sepa njang hay t tanpa 
mem edakan u u r, jenis k e amin, su k u , r s , am d an s t t ek n mi. 

10. Perp t aan a bupaten a alah p rpustaka n ya g dimiliki oleh Pem erintah 
Daerah. 

11 . Perpu takaan Kecamatan ad lah perpustakaa yang diselen ggara an oleh 
Pemerintah Kecamatan. 

12. Perpusta a a n Desa ad alah perpu taka n yang dis len gg akan oleh 
Pemeri tah Desa. 

13. Perpust kaan Kh sus adalah p rpu stakaan yang d iperuntuk an secara 
terbatas bagi pem ustak a d i lingku n gan lembaga pem erintah d aerah, lembaga 
masyarakat, lem baga pendidikan k a gamaan , rumah i adah a tau organisasi 
lain. 

14. Perpustakaan sekolah/ m adrasah ada la h perpusta aan yang merupakan 
bagian integral dar ' keg'atan pembelaja ran dan ber ungsi sebagai pusat 
sumber belajar untuk mend kung terca painya tujuan pendidikan yang 
berkedudukan di sekolah tingk t da sar sampai dengan menengah pertama. 

15. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana 
angkutan dalam melayani pemustaka . 

16. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi 
perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi 
program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan. 

17. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh 
melalui pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai 
tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan 
perpustakaan. 

18. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan yaitu perseorangan, kelompok 
orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan 
perpustakaan. 
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19. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan atau 
karya rekarn. 

20. Literasi adalah kemarnpuan membaca, menulis, berhitung serta memecahkan 
masalah. 

21. Penerbit adalah orang perseorangan, badan usaha atau badan hukum yang 
menerbitkan karya cetak yang berada di Daerah. 

22. Produsen karya rekam adalah orang perseorangan, badan usaha, atau badan 
hukum yang menghasilkan karya rekam yang berada di Daerah. 

23. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang 
berdomisili d i dae ah ya g mempu yai perhatia dan per nan dalarn bidang 
perpustakaan. 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) a k sud disu sunnya Peraturan Bu p a ti ini adalah: 
a . ebaga i pedoman bagi Pem erintah Daerah, Sekolah, e a dan 

asyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan perpusta a a n; 
b. Sebagai pedoman pembinaan dan pengembangan perpustakaan; dan 
c. S bagai pedoman pelestarian bahan pu staka. 

(2) Tuju an disusunnya Peraturan Bu pati ini adalah: 
a. Menjamin ter lenggaranya perpustakaan dalam ang a pe gembangan 

litera i dan peningk a tan kesejahteraan m asyarakat; 
b. Menjarnin terselenggaranya pembinaan a n p n gembangan 

perpustakaan; 
c. Men ' arnin tersedianya layanan in ormasi bagi masya raka . 

BAB 
RUANG LI G UP 

Pa sal3 

Ruang lingkup Peratura n B pati ini a d alah kebijaka n Pem erint Daerah terkait 
penyelengga raan dan pen gelolaan p erpustaka a n ka bu paten, perpustakaan 
sekolah, perpus ak aan desa da n perpus takaan m asayaraka t . 

BABIV 
HAK KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN 

Bagian Kesatu 
Hak 

Pasal4 

(1) Masyarakat mempunyai hak yang sarna untuk : 
a. Memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas 

perpustakaan; dan 
b. Mendirikan dan atau menyelenggarakan perpustakan. 

(2) Masyarakat yang memiliki cacat dan atau kelainan fisik, intelektual dan atau 
so sial berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan 
kemampuan dan keterbatasan masing-masing. 

(3) Layanan yang dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan 
perpustakaan dan ketersediaan sarana prasarana. 



Pemerintah Daerah berkewajiban: 
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Bagian Kedua 
Kewajiba n 

Pasa15 

a . Menjamin penye1enggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah; 
b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara proporsional; 
c. Menjamin kelangsungan penye1enggaraan dan pengelolaan perpustakaan 

sebagai pusat sumber belajar masyarakat; 
d. Me1aksanakan promosi gemar membaca dengan meman aatkan perpustakaan; 
e. Melaksanakan program literasi bagi anak di 'k d asy rakat; 
f. Menyelen ggara kan dan mengembangkan perpustakaan urn m d ' daerah serta 

membin a perpusta kaan khu s s , perpu s ta kaan sekolah, per u st kaan desa 
berda sarkan kekhasan/keunikan daerah sebagai pusat p er f a n dan 

ju an tentang kekayaan budaya d erah; 
g. e 'alin kerjasama dan jaringan perpustakaan; 
h. n elenggarakan pendidikan dan la tihan teknis perpustakaan; dan 
1. M la kan pengawasan atas penyelen ggaraa n perpustakaan di Daerah . 

Pemerin tah Daerah berwenang : 

Bagian ketiga 
Kewenangan 

Pasa16 

a. Menetapk an ebij ak dae ah dalam embinaan dan p g mbangan 
perp s t kaan serta ite 1; 

b. Mengatur, en gawasi, mengevalua si peny lenggaraan dan p ngelolaan 
perp stakaan er ta litera si; 

c. Menga isi d a n mng lih m ediaka aska ku 0 yang d imiliki masyarakat 
untu ilestarikan dan d idayagunakan; 

d. Men koordin a sikan pe yelen ggaan da pengel a an perpu stak a , literasi; 
dan 

e. Membin' erja sama dalam pen gel la an berbagai jenis perpustaka a 

BAB IV 
PEMBENTUKAN DAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN 

Bagian kesa tu 
Pem ben tukan Perpu stakaa n 

Pasa17 

(1) Perpustakaan dibentuk sebaga i wuju d pelayanan kepada masyarakat. 

(2) Pembentukan perpustakaan sebag imana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 
oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Sekolah/Madrasah, dan/atau 
Masyarakat. 

Pasa18 

Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), 
paling sedikit memenuhi syarat: 
a. Koleksi perpustakaan; 
b. Tenaga Perpustakaan; 
c. Sarana dan prasarana perpustakaan; 
d. Sumber pendanaan;dan 
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e. Memberitahukan keberadaannya ke Perpus takaan Na sional. 

Bagian kedua 
Penyelenggaraan Perpustakaan 

Pasal9 

(1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri 
dari: 
a. Perpustakaan Kabupaten; 
b. Perpustakaan Kecamatan; 
c. Perpustakaan Desa; 
d. Perpustakaan Masyarakat; 
e . Perpu s takaan Keluarga; 
f. Perpustakaan Pribadi. 

(2) e t ia p penyelenggara perpustakaa sebagaimana dimaksud pada ay t (1) 
d i lola berdasarkan Standar Na sional Perpustakaan sesuai kete tuan 

er turan perundang-undangan. 
(3) Penyelenggaraan perpustakaan m en gikuti perkembangan Teknologi Informasi 

d' n · om unikasi. 
(4) S Bagian Perpustakaan melakukan pendataan perpustakaan. 

Pas a11 0 

(1) Per u s ta kaan Kabupa ten yang peny engga raannya m engikuti 
perkem bangan Teknologi In form a si dan Komunikasi sebagaim ana d imaksud 
dalam Pa a 9 ayat (3) difasilitasi sa rana dan prasarana yan m a dai. 

(2) Sarana prasara na sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a g r dapat 
me d kung penyelenggaraan perpustakaan dilakukan peme i a raan dan 
atau pengada a n peran gka t lunak dan atau p rangkat kera snya. 

BAB VI 
J E NIS PERPUSTAKAAN 

Pa sa111 

Perpustakaan terdiri ata s : 
a. Perpustaka a n Umum; 
b . Perpustakaan Sekolahj Ma drasah; dan 
c. Perpustakaan Khusus . 

Pasal 12 

(1) Perpustakaan umum diselenggarakan 0 eh Pemerintah Daerah, Pemeritah 
Kecamatan, Pemerintah Desa serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat. 

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perpustakaan umum yang koleksinya 
mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya 
masayarakat pembelajar sepanjang hayat. 

(3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, 
Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa diarahkan untuk mengembangkan 
sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi 
dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. 



7 

(4) Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan Umum melaksanakan layanan 
perpustakaan keliling bagi wilayah ya n g belum terjangkau oleh layanan 
perpustkaan menetap. 

Pasal13 

( 1 ) Setiap sekolah / madrasah menyelenggarakan Perpustakaan sekolah / 
madrasah yang memenuhi standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan 
perundang-undangan. 

(2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi buku 
teks pelaja ran yang ditetapkan sebagai buku teks waj ib pada satuan 
pendidik a n yang bersangkutan dalam jumlah yang m cukupi untuk 
melaya ni semua peserta did ik dan pendid ik. 

(3) Perpu s takaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengemba gka n koleksi 
lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dan m en ukung 
p gram pengembangan literasi. 

(4) erpustakaan sebagaimana d ima k sud pada ayat (1) menge b ngkan 
laya an perpusta kaan berbasis tekhnologi informasi dan komu ikasi dan 
pen g m bangan literasi bagi anak did ik dan pendidik. 

Pasal14 

(1) Perp a kaan khusus menyediaka n bahan p pustakaan su ai dengan 
kebutuhan p m staka di lingkungannya . 

(2) Perpu st aan kh s s mem berikan ayanan pada em taka di 
lingk n gannya . 

(3) Per u stakaan khusus diselenggarakan sesu ai den gan standa r nasional 
per u stakaan . 

Pas 1 15 

Pemerintah daerah m ela lu i Sub Bagian erpu stakaan 
memberi a n bantuan b rupa pem bin aan teknis, 
pengemb g perpu s takaan kep d perpu s takaan 
Desa, P srp stakaan Masyarakat, Perp stakaan 
Perpustaka n Khusus. 

BAB VII 

Sekretar· a a erah dapat 
pengel 1 an dana atau 

Kecamatan, P pustakaan 
Sekolah / Ma rasah dan 

TENAGA PE PUSTAKAAN, PENDIDIKAN DAN 0 GANI ASI PROFESI 

Bagian Kesatu 
Te aga Perpustak an 

Pasal 16 

(1) Perpustakaan daerah dipimpin oleh tenaga ahli dalam bidang perpustakaan 
dan atau bidang lain ditambah pendidikan dan pelatihan perpustakaan. 

(2) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis 
perpustakaan. 

(3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi 
kualifikasi berdasarkan standar nasional perpustakaan sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 
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(4) Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) berada di perpustakaan kabupaten, perpustakaan kecamatan, 
perpustakaan desa, perpustakaan sekolah sesuai dengan kemampuan 
keuangan. 

(5) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang 
bersangkutan. 

(6) Ketentuan mengenai tugas, tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, 
promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang 
berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ket n tuan peraturan 
perundan g-u ndangan. 

(7) Ketentuan mengenai tugas , tanggungjawab, pengangkatan, pembinaan, 
prom osi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpu s tak an yang 

ersta tus Non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai ketentuan pe turan 
yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan. 

Bagia n Kedua 
Pendid ikan 

Pasal17 

(1) Pe d i ikan dan pe gembangan tenaga perpustakaan m rupakan 
tanggun ·awab penyelenggara perpu takaan. 

(2) Pendid ika dan pengembangan s bagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaks akan melalui pendidikan formal an atau nonforma . 

(3) Pendidikan dan pengem angan sebagaima a dimaksud 
dilak s akan m alui k rja ama perp takaan a s ional, 
pro in si, perpu stakaan kabupaten dan organ isasi p rofesi 
lemba ga pendid ikan da n pelatihan. 

Bagian Ketiga 
Organisasi Profesi Pustakawan 

Pa sal 18 

a da ayat (2) 
perp stakaan 
ata dengan 

(1) Pustakawan membentuk organisa si p rofesi pustakwan yang erfungsi untuk 
memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada pustakawan. 

(2) Setiap pusta kawan m enjadi anggota organisasi pr ofesi. 
(3) Pemerintah Daerah dapa t m emberikan fasilitas berupa pembinaan dan 

pengembangan organisas· profes· bagi ustakawan. 

BAB VIII 
KOLEKSIPERPUSTAKAAN 

Pasal19 

(1) Koleksi perpustakaan diseleksi, diolah, disimpan, dilayani, dilestarikan dan 
dikembangkan sesuai dengan kepentingan pemustaka dengan 
memperhatikan perkembangan tekhnologi informasi dan komunikasi. 

(2) Pengembangan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. 
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BAB IX 
KERJA SAMA 

Pasa120 

(1) Perpustakaan melakukan kerja sarna dengan berbagai pihak untuk 
meningkatkan layanan pemustaka. 

(2) Peningkatan layanan pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan 
meningkatkan mutu layanan perpustakaan. 

(3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada aya t (1) dan pen in gkatan layanan 
sebagaima n a d imaksud pada ayat (2 ) d ilakukan dengan m emanfaatkan 
sistem j ejaring per pustakaan yang berba sis tek n ologi informasi dan 
komu ika si. 

BAB X 
PENDANAAN 

Pasal 21 

(1) Per u ' takaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah didanai ata beban 
Anggaran Pen patan dan Belanj Daerah dan sumber dana lain y ng sah 
dan tid t . 

(2) Pemerintah mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui 
Anggar P ndapatan dan Bel j a Da ra ai kern a mp an k uangan 
Daera h . 

(3) Pemerintah Daera h dapat memberik n bantuan kepad perpus a ka an yang 
tidak d ike ola oleh aerah sesuai engan peraturan peru ndang- n dangan. 

Pasal 22 

(1) Perp stakaan yang dikelola oleh Keca m a ta n dan De didan i at s a nggaran 
yang dapa t dipergun akan di Kecamata n dan d i Desa sesu ai dengan 
perat ran perundang- nda n gan. 

(2) Pemerin tah Desa dapat mengaloka sikan secara ru tin anggaran perpustakaan 
se bagaim ana dimaksu d pada ayat (1) sesuai kem ampuan keuangan Desa. 

(3) Pemerintah Desa d pat m mberika n bantu an kepad perp s takaan yang 
dike lola oleh kelompok m asyarakat. 

(4) Pemerintah Desa dapa t m enerim a pendanaan dari su m be lain yang sah dan 
tidak mengikat. 

Pasal 23 

(1) Perpustakaan yang dikelola oleh ekolah didanai dari anggaran belanja 
operasional sekolah belanja barang diluar belanja pegawai dan belanja untuk 
pembangunan perpustakaan. 

(2) Sekolah mengalokasikan dana paling sedikit 5% (lima perseratus) dari 
anggaran belanja operasional sekolah atau belanja barang di luar belanja 
pegawai dan belanja modal untuk pengembangan perpustakaan. 

Pasal24 

(1) Sumber dana perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga dapat 
diperoleh dari hibah dan atau bantuan yang tidak m engikat. 
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(2) Hibah dana tau bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di 
peroleh dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, 
Pemerintah Daerah, badan usaha maupun masyarakat. 

BABXI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal25 

Pemerintah Daerah mela ui Sub Bagian erpustakaan ekretariat Daerah 
berwenang m elaku kan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan dan 
pengelolaan perpustakaan yang ada di Daerah. 

BAB XII 
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA 

Pa sal26 

(1) Pem budayaan kegemaran membaca dilakukan m elalui keluarga , satuan 
pend idikan dan masyarakat. 

(2) Pe budayaan kegemara n memba ca pada keluarga sebagaimana imaksud 
pa a ayat (1 ) da pat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. 

(3) Pem budayaan kegemaran membaca pada satuan end·d ·kan seb a gaimana 
di a k ud pada ayat (1 ) d ilakuka n dengan mengemb gkan dan 
me anfaatkan perp takaan seba gai p roses p embelajaran. 

(4) Pem bu dayaan kegemaran mem baca pada masyarakat sebagaimana 
dim a k ud p a da aya (1) dapa t di akukan m lalu i penye laa sarana 
per u stakaan d i tempa t-tempat u rn m. 

Pasa l27 

Pemerint h Daerah dan m asyara kat m en d oron g tumbuhnya p erpust akaan untuk 
menunjang pem bu dayaan k egem a ran rnembaca . 

(1) Pembudayaan kegemaran 
pemasyara katan mi a t baca. 

Pasa128 

m embaca dilakukan m ela ui gerakan 

(2) Gerakan pernasya rakatan m inat baca sebagaimana dim a sud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh Pemeri tah Daerah dengan m eliba kan seluruh lapisan 
masyarakat. 

(3) Perpustakaan wajib m en dukung dan mernasyarakatkan 
pernasyarakatan rninat baca m elalui penyediaan bahan pustaka. 

gerakan 

(4) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), perpustakaan bekerja sarna dengan pemangku 
kepentingan. 

(5) Pernerintah Daerah dapat rnernberikan penghargaan kepada masyarakat 
yang berhasil melakukan gerakan pembudayaan k egemara n membaca. 
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BAB XIII 
PENUTUP 

Pasal29 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya. 

Diund n kan d' Singaparna 
pada t ggal, ' 9 Des ember 2 23 

........ ,\f>U' .......... 1J ZEN 

Ditetapkan d ' Singaparna 
1, 29 Desem er 2023 

ALAYA 

BERITA DAERA . KABUPATEN TASIK ALAYA TAHUN 2023 OM OR 64 


